DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum
Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung:
Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003.

Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), Refugee in International Relations, New
York: Oxford University Press, 2011.

Andi Hamzah. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta.
Ghalia Indonesia.

Andrey Sujatmoko, 2016, Hukum HAM dan Hukum Humaniter
Bachtiar. (2021). Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

Bakdisoemanto, N. (2018). Tantangan Orang Rohingya Myanmar (Vol. Cetakan
2). Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI.

ELSAM, Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional,
(Jakarta: ELSAM, 2014)

Hamid, Sulaiman. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002.

Garner, B. A. (1999). Black’s Law Dictionary (7th ed.). St. Paul, MN: West Group.

ICJR, Mengenal Kovenan Hak Sipil dan Politik, Jakarta: Institute for Criminal
Justice Reform, 2012.

Iin Karitna Saharina dan Kadarudin. (2017). Pengantar Hukum Pengungsi
Internasional, CV Budi Utama, Yogyakarta

Irawati Handayani. 2021, Hukum Pengungsi Internasional, Unpad Press Sumedang

Mamudiji, S. S. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

87
Universitas Kristen Indonesia



Riyadi, E. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional
dan Nasional.

Saifullah. (2010). Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Pustaka
Pelajar: Yogyakarta.

Tsani, M. B. (1990). Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty.

Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang
Menjadi Perhatian UNHCR, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.

Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Cetakan 1, Sinar Grafika Offset

Widodo, 2017, Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Refugee 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari
Luar Negeri

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Jurnal, Berita, Dan lain-lain

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume |
Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Almira Aida Shakira, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
MEMBERDAYAKAN  PENGUNGSI ROHINGYA  MELALUI
IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 4
“QUALITY OF EDUCATION”, Vol.4 No.1. 2024: 72-79

Ariana, R. (2016). Tinjauan Umum Hukum Pengungsi. 1951, 1-23.

Ii, B. A. B. (2003). Tinjauan Tentang UNHCR ( United Nation High Commisioner
for Refugee ). April 2015.

88
Universitas Kristen Indonesia



Ii, B. A. B., Pengungsi, Y. M., & Unhcr, A. S. T. (1945). A. Sejarah Terbentuknya
UNHCR. 16-30.

Ii, B. A. B., Refoulement, D. A. N. P. N.-, Pengertian, A., Lingkup, R., & Pengungsi,
H. (n.d.). ruang lingkup pengungsi internasional. 18—102.

Moh. Rosyid., “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di
Myanmar”,(Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49 Nomor 03,
Oktober 2018)

Mohamad Igbal. 2018. Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait
Dalam Penanganan Pengungsi. Law Review Volume | No. 1 September
2018

Reni Yuliandari, Journal of Mandalika Literature: Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri di
Medan, Vol. 6, No. 1, 2024

Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di
Myanmar. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 613.

Rondius, B. &. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional.

Oxonomuxa Pecuona, 1(2), 1-11.
Sudarta. (2022a). konsep pengungsi. 16(1), 1-23.
Sudarta. (2022b). sejarah lahirnya perserikatan bangsa bangsa. 16(1), 1-23.
UNHCR, FACT SHEETS 2019-2023, UNHCR INDONESIA

Wibisono, A. R. (2020). Bab Iii Gambaran Umum United Nation High
Commissioner for Refugees (Unhcr). Repository.Umy, 44-57.

Wiraputra, A. R. (2018). the Implication of Defining Refugee in Indonesian
Immigration Legal System. Jurnal llmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), 63-72.

89
Universitas Kristen Indonesia



Internet:

ELSAM. (n.d.). Referensi. Diakses pada 10 Januari 2025, dari
http://referensi.elsam.or.id/wp-content

GoodStats. (n.d.). Detail anggaran UNHCR untuk bantu Rohingya di Aceh: Habis

berapa? Diakses pada 4 Januari 2025, dari
https://goodstats.id/article/detail-anggaran-unhcr-untuk-bantu-rohingya-di-
aceh-habis-berapa-0ZDh5

Hops.id. (n.d.). Mahfud MD ungkap sumber biaya untuk menghidupi Rohingya di

Indonesia: Makan itu ditanggung oleh. Diakses pada 5 Januari 2025, dari
https://www.hops.id/trending/29411513590/mahfud-md-ungkap-sumber-

biaya-untuk-menghidupi-rohingya-di-indonesia-makan-itu-ditanggung-

oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Rumah
Detensi Imigrasi Tanjungpinang. Diakses pada 4 Januari 2025, dari
https://rudenimtanjungpinang.kemenkumham.go.id

UNHCR. (n.d.). UNHCR Indonesia. Diakses pada 2 Desember 2024, dari

https://www.unhcr.org/id

90
Universitas Kristen Indonesia


http://referensi.elsam.or.id/wp-content
https://goodstats.id/article/detail-anggaran-unhcr-untuk-bantu-rohingya-di-aceh-habis-berapa-oZDh5
https://goodstats.id/article/detail-anggaran-unhcr-untuk-bantu-rohingya-di-aceh-habis-berapa-oZDh5
https://www.hops.id/trending/29411513590/mahfud-md-ungkap-sumber-biaya-untuk-menghidupi-rohingya-di-indonesia-makan-itu-ditanggung-oleh
https://www.hops.id/trending/29411513590/mahfud-md-ungkap-sumber-biaya-untuk-menghidupi-rohingya-di-indonesia-makan-itu-ditanggung-oleh
https://www.hops.id/trending/29411513590/mahfud-md-ungkap-sumber-biaya-untuk-menghidupi-rohingya-di-indonesia-makan-itu-ditanggung-oleh
https://rudenimtanjungpinang.kemenkumham.go.id/
https://www.unhcr.org/id

